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Muhammad Gibran (B11109150),” Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan Perdagangan Anak Di Kota Ternate, (Dibimbing oleh Slamet 
Sampurno Selaku Pembimbing I dan Kaisarudin Kamarudin Selaku 
Pembimbing II)”. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab 
terjadinya perdagangan anak di Kota Ternate dan untuk mengetahui 
peranan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak di 
Kota Ternate. 
Penelitian ini dilakukan di Kota Ternate dengan memilih instansi yang 
terkait dengan perkara ini, yakni penelitian ini dilaksanakan di Polres 
Ternate dan Pengadilan Negeri Ternate. Metode pengumpulan data yang 
digunakan adalah Metode Kepustakaan dan Metode Wawancara, 
kemudian data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif 
sehingga mengungkapkan hasil yang diharapkan dan kesimpulan atas 
permasalahan. 
Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Terdapat beberapa faktor 
penyebab terjadinya perdagangan anak di Kota Ternate antara lain karena 
kemiskinan, krisis ekonomi, tidak adanya keahlian dan keterampilan yang 
dimiliki, rendahnya tingkat pendidikan, minimnya kesempatan kerja, dan 
budaya konsumtif. 2) Upaya penanggulang yang dilakukan oleh kepolisian 
dalam menanggulangi kejahatan perdagangan anak di Kota Ternate 
antara lain memberikan sosialisasi pengetahuan dan wawasaan yang 
cukup tentang lembaga penyaluran tenaga kerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan, memberikan keahlian dan keterampilan ke 
masyarakat, mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dengan 
melaporkan hal-hal yang dicurigai sebagai tindak pidana perdagangan 
orang kepada pihak yang berwenang dengan cara memberikan informasi 
kepada yang berwenang jika melihat, menyaksikan atau mengindikasikan 
adanya kegiatan perdagangan orang atau hal-hal yang dapat diduga 








UCAPAN TERIMA KASIH 
 
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu, 
 Puji syukur kehadirat Allah SWT Yang Maha Agung dan Maha 
Kuasa dan atas segala kuasanya dan atas segala limpahan Rahmat, 
Taufik, serta Hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan 
penyusunan skripsi yang berjudul “TINJAUAN KRIMINOLOGIS 
TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK DI KOTA 
TERNATE”. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan 
kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW yang selalu memberikan 
cahaya dan menjadi suri tauladan bagi seluruh umatnya di muka bumi. 
Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan 
karena keterbatasan Penulis dalam mengeksplorasi lautan ilmu 
pengetahuan yang begitu cemerlang menuju proses pencerahan. Olehnya 
itu Penulis selalu menyediakan ruang untuk saran dan kritikan dari semua 
pihak demi kesempurnaan skripsi ini. 
Selama penyusunan skripsi ini, tidak terlepas dari berbagai 
rintangan, namun berkat dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, 
baik moril maupun meteril akhirnya Penulis dapat mengatasi dan 
melaluinya. Oleh karena itu melalui kesempatan ini, Penulis mengucapkan 
vii 
 
terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua Penulis 
ayahanda Ir. Ansar Husen, M.Si, dan ibunda Erdiana Andili yang telah 
mencurahkan banyak cinta dan kasih sayang, doa dan air mata, 
pengorbanan tiada henti yang hingga sampai kapanpun Penulis tidak 
dapat membalasnya. Penulis dengan segala kerendahan hati 
mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya 
kepada: 
1. Bapak Prof. Dr. Idrus Paturusi Sp.OB. Selaku Rektor Universitas 
Hasanuddin. 
2. Bapak Prof. Dr. Aswanto, S.H., M.S., DFM. Selaku Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.  
4. Bapak Dr. Anshori Ilyas, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
5. Bapak Romi Librayanto. S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin. 
6. Bapak Prof. Dr. Muhadar. S.H.,M.S. sebagai ketua bagian Hukum 
Pidana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 
7. Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H., M.H. sebagai pembimbing I 
dan Bapak Kaisarudin K, S.H. sebagai pembimbing II yang selalu 
mengarahkan dalam penulisan skripsi ini hingga selesai. 
viii 
 
8. Bapak Prof. Dr. Andi Sofyan, S.H, M.H., Bapak Dr. Syamsuddin 
Muchtar, S.H.,M.H., dan Bapak Abdul Azis, S.H., M.H. selaku penguji 
yang senantiasa memberikan saran dan masukan dalam penyusunan 
skripsi Penulis. 
9. Bapak-bapak/ibu-ibu staf pengajar (dosen) dan pegawai akademik 
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan 
bantuan dan pengarahan dan bantuan selama proses perkulihan. 
10. Kepada Keluarga besar yang memberikan dukungan serta semangat 
kepada Penulis, Sandi Putra, S.H. Ririn wandi lestina ade bersama 
keluarga, Idham asmarullah sekeluarga,  Fahmi Amir bersama 
keluarga, dan adik Harisul Ikhlas dukungan moril dan materil yang 
begitu besar kepada Penulis. 
11. Kepada Kepala Pengadilan Negeri Kota Ternate beserta staf yang 
telah bersedia memberikan informasi kepada Penulis. 
12. Kepada Kapolres Ternate beserta staf yang telah bersedia 
memberikan informasi kepada penulis. 
13. Kepada teman-teman senasib seperjuangan Bapak Unirsal, S.H., 
Bapak Wahyu Rasyid, S.H., Ibu Alfrianti Alimuddin, S.H., Cakra Adi 
Putra, Alex (Bulu), Gerald (William), Adi (Bastian), Muri Alfandi, Imamul 
Akbar, Asnawi, Khalil Muslim dan Kanda Safwan Bahar, Semuel 
Rombe T, beserta teman-teman angkatan “Doktrin 2009”  atas 
dukungan, suka duka, bantuan dan semangat yang begitu besar yang 
diberikan kepada Penulis. 
ix 
 
14. Kepada teman-teman UKM Sepak Bola, kanda Rahman, kanda Fuad 
saudara Dede, Rahmat, Hanan, Ilham, Iman, Afham, Rahmat, Faris, 
Imam atas kebersamaannya selama ini. 
15. Kepada teman-teman seperjuangan KKN Gel. 82 Posko Desa Pasang  
(Kanda Sadri sabii, Sulfiana, Bahtiar burhan, Sauman awalin, S.H., Ida, 
dan Lisda, S.E), dan seluruh teman-teman KKN yang Penulis tidak 
sempat sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungan, suka duka, 
semangat, dan bantuannya selama ini dalam melaksanakan program 
kerja selama ber_KKN. 
16. Kepada Bapak Akbar dan keluarga yang dengan kemurahan hatinya 
tanpa ada keluhan sedikit pun menerima kami di rumah beliau disaat 
ber_KKN, semoga kebaikannya senantiasa menjadi nilai pahala 
disisi_Nya serta mendapat limpahan rahmat_Nya. 
17. Kepada Kepala Desa Pasang Bapak Eko, K. S.H. yang telah 
memberikan fasilitas dan kemudahan dalam melancarkan program 
kerja kami selama ber_KKN. 
18. Teman-teman Pondok Taufik Suster Ayu, dan Bidan Nurmala, Mina, 
Indah atas semangat dan hiburannya selama ini. 
19. Teman-teman di kampung tercinta (Kadempak) saudara Toto, Asri, 
Riswan, Syam, Jusri, Nirwan, Hendra beserta teman-teman lainnya 





Akhirnya hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan 
dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, khususnya 
bagi Penulis dan para pembaca pada umumnya, semoga Allah SWT 
meridhoi dan senantiasa bernilai ibadah disisi_Nya, Amin. 
      Makassar, 14 September 2013 



















PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI........................................iv 
ABSTRAK...................................................................................................v 
UCAPAN TERIMA KASIH.........................................................................vi 
DAFTAR ISI................................................................................................x 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah ................................................................. 1 
B. Rumusan Masalah .......................................................................... 3 
C. Tujuan Penelitian ............................................................................ 4 
D. Kegunaan Penelitian ....................................................................... 4 
 
BAB II TINJAUANPUSTAKA 
A. Kriminologi ...................................................................................... 5 
1. Pengertian Kriminologi .............................................................. 5 
2. Ruang Lingkup Kriminologi ..................................................... 11 
B. Kejahatan ...................................................................................... 11 
1. Pengertian Kejahatan .............................................................. 11 
2. Unsur-Unsur Kejahatan ........................................................... 15 
C. Pengertian Anak ........................................................................... 19 
D. Perdagangan Anak ....................................................................... 23 
1. Pengertian Perdagangan Anak ............................................... 23 
2. Unsur-Unsur Perdagangan Anak ............................................ 24 
E. Ketentuan Hukum Perdangangan Anak ....................................... 25 
F. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan ......................................... 27 
G. Upaya Penaggulangan Kejahatan .................................................32 
 
BAB III METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian ............................................................................34 
B. Jenis dan Sumber Data ................................................................ 34 
C. Teknik Pengumpulan Data ........................................................... 34 
D. Analisis Data ................................................................................. 35 
 
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kondisi Umum Kota Ternate 
1. Luas Wilayah Kota Ternate ……………………………….…….. 36 
2. Kepadatan Penduduk Kota Ternate ………………………….... 37 
xii 
 
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan 
Perdagangan Anak Di Kota Ternate ………………………………. 39 
C. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan 
Perdagangan Anak Di Kota Ternate …………………………...….. 48 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan ……………………………………………………..…….. 54 
B. Saran …………………...………………………………...…………… 55 








A. LATAR BELAKANG MASALAH 
Sejatinya, anak adalah harta sekaligus karunia terbesar yang 
Tuhan berikan kepada setiap orangtua. Sayangnya, sebagian orangtua 
dan oknum tak bertanggung jawab dan salah dalam menafsirkan makna 
harta itu sendiri. Banyak dari mereka yang menganggap anak adalah 
“harta” yang bisa dipindahtangankan dan ditukar dengan seikat uang. 
Dalam pandangan Islam misalnya, anak juga dipandang sebagai amanah 
dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai 
amanah, anak sudah seharusnya memiliki hak untuk mendapatkan 
pemeliharaan, perawatan, pembimbingan, dan pendidikan. 
Sampai saat ini pun masyarakat Indonesia masih menganggap 
bahwa anak-anak bekerja dalam konteks membantu orang tua, proses 
pembelajaran anak menjadi dewasa, dan pada masa depan sebagai bekal 
kehidupan yang mandiri. Namun, belakangan banyak orangtua yang juga 
memperkerjakan anak tanpa mempertimbangkan kepentingan anak, tetapi 
semata-semata untuk memenuhi ambisi orangtua. 
Perlindungan anak merupakan peraturan khusus yang mengatur 
mengenai masalah anak. Tujuan dari perlindungan anak sendiri 
disebutkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2003 yaitu 
bahwa “Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-
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hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi 
secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta 
mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi 
terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan 
sejahtera”. 
Disebutkan juga dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2003 tentang hak dari anak yang menyebutkan, bahwa “Setiap anak 
berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara 
wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat 
perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Pengingkaran terhadap 
kemuliaan hak asasi seorang anak akan terjadi apabila ada seseorang 
yang tidak lagi memandang seorang anak sebagai sebuah subyek yang 
sama dengan dirinya, akan tetapi lebih pada sebagai sebuah obyek yang 
bisa diperjualbelikan demi keuntungan pribadi. 
Pemerintah RI juga telah menyiapkan Rancangan Undang–undang 
tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) tahun 2005 
yang rencananya akan menggantikan KUHP saat ini. Salah satu bagian 
dari RUU KUHP tersebut juga mengatur mengenai kejahatan 
perdagangan manusia, yaitu dibagian mengenai tindak pidana 
perdagangan orang, dibagian kesatu mengenai perdangan orang yang 
terdiri atas 12 paragraf dan 16 pasal. Pada tahun 2007 diberlakukan 
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Penulis juga berharap, bahwa 
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undang-undang ini tidak sebagai ”penghias etalase” akan tetapi mampu 
difungsikan secara maksimal sebagai senjata untuk menjerat pelaku 
perdagangan manusia.  
Banyaknya praktek perdagangan manusia khusunya terhadap anak 
yang belum dapat ditindak lanjuti sebagaimana mestinya untuk 
menjatuhkan hukuman yang tepat atau sesuai  kepada pelanggarnya, dan 
mengingat pentingnya sistem peradilan pidana di Indonesia yang harus 
dilaksanakan dan dijalankan secara baik dengan mengacu kepada 
ketentuan hukum yang berlaku, maka dari itu Penulis bermaksud untuk 
melakukan penelitian dan menyelesaikan tugas akhir pada Fakultas 
Hukum Universitas Hasanuddin dengan judul “TINJAUAN 
KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PERDAGANGAN ANAK DI 
KOTA TERNATE”. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka Penulis dapat 
mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut: 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan 
perdagangan anak di Kota Ternate? 
2. Bagaimanakah peranan kepolisian dalam menanggulangi 





C. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi 
tujuan penelitian yaitu: 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 
kejahatan perdagangan anak di Kota Ternate. 
2. Untuk mengetahui peranan kepolisian dalam menanggulangi 
kejahatan perdagangan anak di Kota Ternate. 
 
D. Kegunaan Penelitian  
 Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah: 
1. Diharapkan dapat memberi manfaat bagi perkembangan ilmu 
pengetahuan secara umum, hukum pidana dan kriminologi. 
2. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
berbagai pihak dalam hal ini kalangan akademisi, kalangan 
penegak hukum, masyarakat umum dan terlebih kepada orang tua 
anak dalam mengatasi dan meminimalisir kejahatan perdagangan 
anak di Kota Ternate. 
3. Sebagai suatu karya yang merupakan salah satu syarat dalam 
penyelesaian studi pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 







1. Pengertian Kriminologi 
 Dari segi etimologis istilah kriminologis terdiri atas dua suku kata 
yakni crimes yang berarti kejahatan dan logos yang berarti ilmu 
pengetahuan jadi menurut pandangan etimologi maka istilah kriminologi 
berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari segala sesuatu tentang 
kejahatan dari berbagai aspek. 
 Kriminologi sebagai ilmu pembantu dalam hukum pidana yang  
memberikan  pemahaman yang mendalam tentang fenomena kejahatan, 
sebab dilakukannya kejahatan dan upaya yang dapat menanggulangi 
kejahatan, yang bertujuan untuk menekan laju perkembangan kejahatan. 
Nama kriminologisendiri pertama kali dikemukakan oleh P. Topinard 
(1830-1911), seorang ahli antopologi Perancis. 
 Beberapa ahli terkemuka memberikan definisi kriminologi sebagai 
berikut: 
 Paul Topinard (Topo Santoso, 2003: 9), mengemukakan bahwa: 
“Kriminologi adalah suatu cabang ilmu yang mempelajari soal-soal 
kejahatan. Kata Kriminologi itu sendiri berdasarkan etimologinya 
berasal dari dua kata, crimen yang berarti kejahatan dan logos yang 






 Soedjono Dirjosisworo (1985: 24), memberikan definisi kriminologi 
adalah: 
“Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan 
maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan 
menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan 
secara lebih luas lagi”. 
J. Constant (A.S Alam, 2010: 2), memberikan gambaran tentang 
kriminologi bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan 
menentukan faktor-faktor yang menjadi sebab–musabab terjadinya 
kejahatan dan penjahat. 
WME. Noach (A.S Alam, 2010: 2), mengemukakan bahwa 
kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala 
kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh, sebab–musabab serta 
akibat–akibatnya. 
Sedangkan menurut G.P. Hoefnagel (Mulyana W. Kusuma, 1984: 
10), adalah sebagai berikut: 
“Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan empiris yang untuk 
sebagian dihubungkan dengan norma hukum yang mempelajari 
kejahatan serta proses-proses formal dan informal dari kriminalitas 
dan deksiminalisasi, situasi kejahatan-penjahat-masyarakat, sebab-
sebab dan hubungan sebab-sebab kejahatan serta reaksi-reaksi dan 
respon-respon resmi dan tidak resmi terhadap kejahatan, penjahat 
dan masyarakat oleh pihak di luar penjahat itu sendiri”. 
 Demikian pula menurut W.A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa, 2003: 9), mengemukakan bahwa: 
Krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk 
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. 
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 Lebih lanjut menurut W.A.Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani 
Zulfa, 2003: 9), menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi 
syarat sebagai berikut: 
a. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya 
suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan 
atau sesuatu cara yang sistematik yang dipergunakan untuk 
mencapai tujuan. 
b. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan dari 
berbagai bentuk bagian yang saling berhubungan antara bagian 
yang satu dengan bagian yang lainnya, antara segi yanga satu 
dengan segi yang lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-
masing segi di dalam hubungan dan proses perkembangan 
keseluruhan 
c. Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian antara 
pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan 
obyeknya (hal yang diketahui). 
 Jadi menurut W.A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2003: 9), bahwa kriminologi yang memiliki syarat tersebut di atas untuk 
dianggap sebagai suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala 
patologi sosial, seperti pelacuran, kemiskinan, narkotik dan lain-lain. 
 Selanjutnya W.A. Bonger (Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 
2003: 9-10), membagi kriminologi menjadi kriminologi murni yang 
mencangkup: 
1. Antropologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang manusia 
yang jahat. 
2. Sosiologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat. 
3. Psikologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat 
dilihat dari sudut jiwanya. 
4. Psikopatolgi dan Neuropatologi Kriminal; adalah ilmu tentang 
penjahat yang sakit jiwa. 




 Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso dan Eve Achjani Zulfa, 
2003: 11), mengemukakan bahwa pelaku kejahatan mempunyai andil atas 
terjadinya suatu kejahatan, karena terjadinya kejahatan bukan semata-
mata perbuatan yang ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya 
dorongan dari si pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh 
masyarakat tersebut. 
Kriminologi bukanlah suatu senjata untuk berbuat kejahatan, akan 
tetapi untuk menanggulangi terjadinya kejahatan. Untuk lebih 
memperjelas pengertian kriminologi, beberapa sarjana memberikan 
batasannya sebagai berikut : 
Soedjono Dirjosisworo (1983: 24) memberikan definisi kriminologi 
adalah: 
“Pengetahuan yang mempelajari sebab dan akibat, perbaikan 
maupun pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dengan 
menghimpun sumbangan-sumbangan berbagai ilmu pengetahuan 
secara lebih luas lagi”. 
Demikian pula menurut W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003: 9), 
mengemukakan bahwa: 
“Krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang bertujuan untuk    
menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya”. 
Lanjut menurut W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003: 9) menentukan 
suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai berikut : 
a. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya  
suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan 
atau sesuatu cara yang sistematik yang dipergunakan untuk 
mencapai tujuan. 
b. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan 
dari tuk bagian yang saling berhubungan antara bagian yang satu 
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dengan bagian yang lainnya, antara segi yanga satu dengan segi 
yang lainnya, selanjutnya dengan peranan masing-masing segi 
didalam hubungan dan proses perkembangan keseluruhan. 
c. Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian antara 
pengetahuan dan diketahuinya. 
Jadi menurut W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003: 9) bahwa: 
  „‟Kriminologi yang memiliki syarat tersebut di atas dianggap sebagai 
 suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, 
 seperti pelacuran, kemiskinan, narkotik dan lain-lain‟‟. 
 Selanjutnya W.A. Bonger (Topo Santoso, 2003: 9-10), membagi 
kriminologi menjadi kriminologi murni yang mencakup: 
1.  Antropologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang  jahat 
(somatis). 
2.  Sosiologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
sebagai suatu gejala masyarakat. 
3.  Psikologi Kriminal; adalah ilmu pengetahuan tentang penjahat 
dilihat dari sudut jiwanya. 
4.  Psikopatolgi dan Neuropatologi Kriminal; adalah ilmu tentang 
penjahat yang sakit jiwa. 
5.  Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya 
hukuman. 
 Paul Moedigdo Meoliono (Topo Santoso, 2003: 11), mengemukakan 
bahwa: 
"Pelaku kejahatan mempunyai andil atas terjadinya suatu kejahatan, 
karena terjadinya kejahatan bukan semata-mata perbuatan yang 
ditentang oleh masyarakat, akan tetapi adanya dorongan dari si 
pelaku untuk melakukan perbuatan yang ditentang oleh masyarakat 
tersebut”. 
Lanjut Paul Moedigdo Meoliono  (Topo Santoso, 2003: 11) 
memberikan definisi kriminologi: 
Sebagai ilmu yang belum dapat berdiri sendiri, sedangkan masalah 
manusia menunjukkan bahwa kejahatan merupakan gejala sosial. 
Karena kejahatan merupakan masalah manusia, maka kejahatan 
hanya dapat dilakukan manusia. Agar makna kejahatan jelas, perlu 
memahami eksistensi manusia”. 
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Wolffgang Savita dan Jhonston dalam The Sociology of Crime and 
Deliquency (Topo Santoso, 2003: 12) memberikan definisi kriminologi 
sebagai berikut: 
“Kriminolgi adalah kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan 
yang bertujuan untuk memperoleh penjahat sedangkan pengertian 
mengenai gejala kejahatan merupakan ilmu yang mempelajari dan 
menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan dari kejahatan, 
pelaku kejahatan, serta reaksi masyarakat terhadap keduanya”. 
Menurut Michael dan Adler (Topo Santoso, 2003: 12), 
mengemukakan bahwa definisi kriminologi adalah: 
“Keseluruhan keterangan mengenai perbuatan dan sifat dari para 
penjahat, mulai dari lingkungan mereka sampai pada perlakuan 
secara resmi oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh 
para anggta masyarakat”. 
Abdulsyani (1987: 9), memberikan rumusan kriminologi sebagai 
berikut : 
„‟Kriminologi dianggap bagian dari scienci yang dengan penelitian 
empiris berusaha memberi gambaran tentang fakta-fakta kriminologi 
dipandangnya suatu istilah global untuk suatu lapangan ilmu 
pengetahuan yang sedemikian luas dan be sedemikian luas dan 
beraneka ragam sehingga tidak mungkin dikuasai oleh seorang ahli 
saja‟‟. 
 Berdasarkan rumusan para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 
kata kriminologi sebagai ilmu–menyelidiki-mempelajari sebab-sebab 
terjadinya kejahatan. Selain itu, yang menjadi perhatian dari perumusan 
kriminologi adalah mengenai pengertian kejahatan. Jadi kriminologi 
bertujuan mempelajari kejahatan secara lengkap, karena kriminologi 
mempelajari kejahatan, maka sudah selayaknya mempelajari hak-hak 
yang berhubungan dengan kejahatan tersebut (reaksi sosial). Penjahat 
dan kejahatan tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan. 
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2.   Ruang Lingkup Kriminologi 
 Menurut Topo Santoso (2003: 23), mengemukakan bahwa: 
Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial 
sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi 
sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh 
perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar 
manusia.Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan dan 
pengertian gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan 
menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-
keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan 
dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat 
terhadap keduanya. 
 Lanjut dalam Topo Santoso (2003: 12), objek studi Kriminologi 
meliputi: 
1. Perbuatan yang disebut kejahatan; 
2. Pelaku kejahatan;dan 
3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan 
maupun terhadap pelakunya. 
 Ketiganya ini tidak dapat dipisah-pisahkan. Suatu perbuatan baru 
dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari 
masyarakat.  
B. Kejahatan  
1. Pengertian Kejahatan  
 Definisi kejahatan merupakan sebagian dari masalah manusia dalam 
kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, harus diberikan batasan tentang 
apa yang dimaksud dengan kejahatan itu sendiri, baru kemudian dapat 
dibicarakan unsur-unsur lain yang berhubungan dengan kejahatan 
tersebut, misalnya siapa yang berbuat, sebab-sebab dan sebagainya. 
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 Selanjutnya untuk memberikan pengertian yang lebih jelas mengenai 
kriminologi, Penulis akan menguraikan lebih lanjut beberapa pengertian 
mengenai kejahatan. Seperti dibahas sebelumnya bahwa kriminologi 
membahas masalah kejahatan, maka timbul pertanyaan sejauh manakah 
suatu tindakan dapat disebut kejahatan? Secara formal kejahatan dapat 
dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang oleh negara diberi pidana 
(Misdaad is een ernstige anti sociale handeling, seaw tegen de staat 
bewust reageer). Dalam hal pemberian pidana ini dimaksudkan untuk 
mengembalikan keseimbangan yang terganggu akibat perbuatan itu. 
Keseimbangan yang terganggu itu adalah ketertiban masyarakat dan 
masyarakat menjadi resah. 
 Usaha untuk merumuskan dan mendefinisikan kejahatan dalam 
kriminologi hampir setua bidang pengetahuan ilmiah itu sendiri. Hal itu 
menyangkut sejumlah pendapat-pendapat kontroversial dan beberapa 
benturan pendapat ilmiah yang pada dasarnya merupakan bagian dari 
proses perkembangan suatu ilmu. Kejahatan pada mulanya tidak secara 
resmi dirumuskan dan tidak menyangkut suatu tindakan resmi 
terhadapnya, melainkan hanya merupakan masalah pribadi. Seseorang 
yang melakukan kesalahan memperoleh pembalasan baik bagi dirinya 
sendiri maupun terhadap keluarganya. 
 Di bawah ini adalah beberapa defenisi yang disebut dengan 
kejahatan, yaitu sebagai berikut: 
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a. Kejahatan dari segi Yuridis 
 Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak sehari-hari adalah 
tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat 
merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan 
lain sebagainya yang dilakukan manusia. 
 Sebagaimana yang dikemukakan Rusli Effendy (1993: 1): 
Kejahatan adalah delik hukum (Rechts delicten) yaitu perbuatan-
perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam Undang-Undang 
sebagai peristiwa pidana tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang 
bertentangan dengan tata hukum”. 
Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi pidana 
yang telah diatur dalan Buku Kesatu KUHP, yang dinyatakan didalamnya 
sebagai kejahatan. Hal ini dipertegas oleh J.E. Sahetapy (1979: 110), 
bahwa: 
“Kejahatan sebagaimana terdapat dalam Perundang-Undangan 
adalah setiap perbuatan (termasuk kelalaian) yang dilarang oleh 
hukum publik untuk melindungi masyarakat dan diberi sanksi berupa 
pidana oleh negara”. 
Moeliono (Soedjono Dirdjosisworo, 1976: 3), merumuskan kejahatan 
sebagai berikut: 
”Kejahatan adalah “pelanggaran terhadap norma hukum yang 
ditafsirkan atau patut ditafsirkan sebagai perbuatan yang merugikan, 
menjengkelkan, dan tidak boleh dibiarkan”. 
Sedangkan menurut Edwin H. Sutherland (Topo Santoso, 2003: 14): 
“Bahwa ciri pokok dari kejahatan adalah pelaku yang dilarang oleh 
negara karena merupakan perbuatan yang merugikan bagi negara 




J.E Sahetapy (1979: 11), memberikan batasan pengertian kejahatan 
sebagai berikut: 
“Kejahatan sebagaimana terdapat dalam perundang-undangan 
adalah setiap perbuatan termasuk kelalaian yang dilarang oleh 
hukum publik untuk melindungi diberi sanksi berupa pidana oleh 
negara”. 
Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan 
yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum 
pidananya dan diancam dengan suatu sanksi. 
b. Kejahatan dari segi Sosiologis 
Menurut Topo Santoso (2003: 15), bahwa: 
“Secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia 
yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki 
berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada di 
dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. 
Sedangkan menurut R. Soesilo (1989:13) bahwa: 
„‟Kejahatan dalam pengertian sosiologis meliputi segala tingkah 
laku manusia, walaupun  tidak atau bukan ditentukan dalam 
undang-undang, karena pada hakikatnya warga masyarakat dapat 
merasakan dan menafsirkan bahwa perbuatan tersebut menyerang 
dan merugikan masyarakat‟‟. 
c. Reaksi Masyarakat yang Ditujukan Baik Terhadap Perbuatan 
Maupun Terhadap Pelakunya. 
 Dalam pengertian yuridis membatasi kejahatan sebagai perbuatan 
yang telah ditetapkan oleh negara sebagai kejahatan dalam hukum  
pidana dan diancam dengan suatu penetapan dalam hukum pidana, itu 
merupakan dari reaksi negatif masyarakat atas suatu kejahatan yang 




Menurut Kartini Kartono (1994: 167), bahwa : 
„‟Penjara itu diadakan untuk memberikan jaminan keamanan kepada 
rakyat banyak, agar terhindar dari gangguan kejahatan. Jadi 
pengadaan lembaga kepenjaraan itu merupakan respon dinamis dari 
rakyat untuk menjamin keselamatan diri‟‟. 
 Dengan begitu penjara itu merupakan tempat penyimpanan 
penjahat-penjahat ulung, agar rakyat tidak terganggu, ada tindakan 
preventif agar para penjahat tidak bisa merajalela. 
 Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kejahatan pada dasarnya adalah suatu perbuatan yang dilarang 
undang-undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan 
umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana. 
2. Unsur-Unsur Kejahatan 
Untuk menyebut suatu perbuatan sebagai kejahatan ada tujuh 
unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi, ketujuh unsur 
tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian (harm). 
2. Kerugiantersebut telah diatur didalamKUHP. Contoh, misalnya 
orang dilarang mencuri, dimana larangan yang menimbulkan 
kerugian tersebut telah diatur didalam Pasal 362 KUHP. 
3. Harus ada perbuatan (criminal act). 
4. Harus ada maksud jahat (criminal intent = meens rea). 
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat. 
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6. Harus ada perbauran antara kerugian yang telah diatur didalam 
KUHP dengan perbuatan. 
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut. 
Adapun penggolongan kejahatan dapat diklasifikasikan 
berdasarkan beberapa pertimbangan: 
a. Motif pelakunya  
Bonger membagi kejahatan berdasarkan motif pelakunya sebagai 
berikut:  
1. Kejahatan ekonomi (economic crime), misalnya penyeludupan. 
2. Kejahatan seksual (sexual crime), misalnya perbuatan zinah, 
Pasal 284 KUHP. 
3. Kejahatan politik (political crime), misalnya pemberontakan PKI, 
dan lain-lain. 
4. Kejahatanlain-lain(miscelianeaouscrime),misalnya 
penganiayaan, motifnya balas dendam. 
b. Berdasarkan berat/ringan ancaman pidananya kejahatan  dapat 
dibagi menjadi dua yaitu:  
1. Kejahatan itu sendiri,yaitu semua pasal–pasal yang disebut di 
dalam Buku Kedua KUHP. Seperti pembunuhan, pencurian dan 
lain-lainnya. Ancaman pidana pada golongan ini kadang–
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kadang pidana mati, penjara seumur hidup, atau pidana penjara 
sementara. 
2. Pelanggaran, yaitu semua pasal–pasal yang disebut didalam 
Buku Ketiga KUHP. Seperti pelanggaran biasa, ancaman 
hukumannya hanya berupa hukuman denda saja atau 
kurungan. Contohnya yang banyak terjadi misalnya pada 
pelanggaran lalu lintas.       
c. Kepentingan statistik 
1. Kejahatan terhadap orang (crime against persons), misalnya 
pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain. 
2. Kejahatan terhadap harta benda (crime against property), 
misalnya pencurian, perampokan dan laian-lain. 
3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crime against public 
decency) misalnya perbuatan cabul. 
d. Kepentingan pembentukan teori 
Penggolongan ini didasarkan adanya kelas-kelas kejahatan.Kelas-
kelas kejahatan dibedakan menurut proses penyebab kejahatan, cara 
melakukan kejahatan, teknik-teknik dan organisasinya dan timbulnya 
kelompok-kelompok yang mempunyai nilai-nilai tertentu pada kelas 
tersebut. Penggolongannya adalah:  
1. Professional crime, adalah kejahatan dilakukan sebagai mata 
pencaharian tetapnyadan mempunyai keahlian tertentu untuk 
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profesi itu. Seperti pemalsuan tanda tangan, pemalsuan uang, dan 
pencopetan. 
2. Organized crime, adalah kejahatan yang terorganisir. Seperti 
pemerasan, perdagangan gelap narkotika, perjudian liar dan 
pelacuran. 
3. Occupational crime, adalah kejahatan karena adanya 
kesempatan. Seperti pencurian di rumah-rumah, pencurian 
jemuran, penganiayaan dan lain-lain. 
e. Ahli-ahli sosiologi 
1. Violent personal crime, (kejahatan kekerasan terhadap orang). 
Seperti pembunuhan, penganiayaan dan pemerkosaan. 
2. Occastional property crime (kejahatan harta benda karena 
kesempatan). Seperti pencurian kendaraan bermotor, pencurian 
di toko-toko besar dan lain-lain. 
3. Occupational crime (kejahatan karena kedudukan/jabatan). 
Seperti kejahatan kerah putih seperti korupsi. 
4. Political crime (kejahatan politik). Sepertipemberontakan dan 
spionase dan lain-lain. 
5. Public order crime (kejahatan terhadap ketertiban umum). 
Kejahatan ini biasa juga disebut “kejahatan tanpa korban”. 
Seperti pemabukan, gelandangan dan mengemis, perjudian dan 
wanita melacurkan diri. 
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6. Conventional crime (kejahatan konvensional). Seperti 
perampokan dan pencurian kecil-kecilan dan lain-lain. 
7. Organized crime (kejahatan terorganisir). Seperti pemerasan 
dan perdagangan wanita untuk pelacuran. Perdagangan obat 
bius dan lain-lain. 
8. Professional crime, (kejahatan yang dilakukan sebagai profesi). 
Seperti pemalsuan serta pencopetan dan lain-lain. 
B. Pengertian Anak 
Anak dipahami sebagai individu yang belum dewasa. Dewasa 
dalam arti anak belum memiliki kematangan rasional, emosional, moral, 
dan sosial seperti orang dewasa pada umumnya. Anak merupakan 
generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu generasi yang 
dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang berkelanjutan 
dan pemegang kendali masa depan suatu negara. 
Tentang berapa batasan usia seseorang sehingga ia dikatakan 
belum dewasa, akan Penulis uraikan beberapa pengertian tentang anak: 
a. Pengertian anak menurut Hukum Pidana 
KUHP tidak merumuskan secara eksplisit tentang pengertian 
anak, tetapi dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 
yang memakai batasan usia 16 (enam belas) tahun. Pasal ini sudah 
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tidak berlaku lagi karena pasal ini telah dicabut oleh Undang-
undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.  
b. Pengertian anak menurut Hukum Perdata 
Dalam KUHPerdata Pasal 330 ayat (1) didefenisikan bahwa 
anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai umur 
21 (dua puluh satu) tahun dan tidak pernah kawin sebelumnya.  
c. Pengertian anak menurut Hukum Islam 
Menurut hukum Islam, anak disebut orang yang belum baliq 
atau belum berakal dimana mereka dianggap belum cakap untuk 
berbuat atau bertindak. Seseorang yang dikatakan baliq atau 
dewasa apabila telah memenuhi satu dari sifat di bawah ini: 
- Telah berumur 15 (lima belas) tahun; 
- Telah keluar air mani bagi laki-laki; dan 
- Telah datang haid bagi perempuan. 
d. Di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak 
Pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) 
menyatakan bahwa: 
“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan 
belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.”  
 
e. Di dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan 
Anak 




“Anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah 
mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 
umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin”. 
 
Selanjutnya Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa 
batas bawah usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban 
pidana adalah 12 tahun. Usia 12 tahun secara relatif sudah memiliki 
kecerdasan emosional, dan intelektual yang stabil sesuai psikologi 
anak dan budaya bangsa Indonesia. Karenanya, batas umur 12 
tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan 
mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin Pasal 28B ayat 
(2) UUD 1945.  
f. Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak 
Pengertian anak tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) sebagai 
berikut: 
“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 
(dua puluh satu) tahun dan belum pernah menikah”. 
g. Menurut Undang-undang Nomor 39 Tahun1999 tentang Hak Asasi 
Manusia 
Anak didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (5) bahwa: 
Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 
18(delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak 







h. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha 
Kesejahteraan Anak 
Menurut ketentuan ini, anak adalah seseorang yang belum 
mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. 
i. Pengertian anak menurut konvensi tentang Hak-hak Anak 
(Convention on The Right of The Child) 
Pengertian anak menurut konvensi ini, tidak jauh berbeda 
dengan pengertian anak menurut beberapa perundang-undangan 
lainnya. Anak menurut konvensi ini adalah sebagai berikut: “Anak 
adalah setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun 
kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, 
kedewasaan dicapai lebih awal”. 
Klasifikasi perkembangan anak hingga dewasa dikaitkan dengan 
usia dan kecenderungan kondisi kejiwaannya, menurut Singgih Gunarso 
(Nashriana, 2011: 12), terbagi menjadi lima tahap, yaitu :  
a. Anak, seseorang yang berusia di bawah 12 tahun;  
b. Remaja dini, yaitu seseorang yang berusia antara 12-15 tahun;  
c. Remaja penuh, yaitu seseorang yang berusia 15-17 tahun;  
d. Dewasa muda, yaitu seseorang yang berusia17-21 tahun; dan 
e. Dewasa, yaitu seseorang yang berusia di atas 21 tahun. 
Diantara sekian banyak pengertian anak yang telah dikemukakan 
maka dalam tulisan ini pengertian anak yang digunakan Penulis adalah 
pengertian anak menurut Undang-undang Perlindungan Anak yaitu anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan. Dalam undang-undang ini menjamin 
23 
 
dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang dan 
berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 
kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
C. Perdagangan Anak 
1. Pengertian Perdagangan Anak 
Perdagangan anak termasuk kedalam cakupan defenisi 
perdagangan orang (trafficking). Trafficking adalah konsep dinamis 
dengan wujud yang berubah dari waktu ke waktusesuai perkembangan 
ekonomi, soaial, dan politik. Sampai saat ini tidak ada defenisi yang 
disepakati secara internasional tentang hal tersebut, sehingga banyak 
perbedaan tentang defenisi yang dianggap paling tepat tentang fenomena 
kompleks yang disebut trafficking ini. 
Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang (PTPPO) tidak membedakan defenisi perdagangan perempuan dan 
anak, defenisi yang digunakan adalah perdangangan orang yaitu dalam 
Pasal 1 yaitu sebagai berikut: 
Perdangangan orang adalah perekrutan, pengangkutan 
penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan 
seseorang dengan ancaman, kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat  
sehingga atas orang-orang lain tersebut, baik yang dilakukkan di 
dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau 
mengakibatkan orang tereksploitasi. 
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Dari pengertian menyangkut tindak pidana perdagangan orang 
khususnya terhadap anak yang diuraikan di atas, dapat ditarik suatu 
kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan perdagangan anak adalah 
tindakan dari pelaku yang melakukan perekrutan, penampugan 
pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan, kekerasan, penculikan, peyekapan, pemalsuan, 
penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan 
utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh 
persetujuan dari orang yang memegang  kendali atas orang lain tersebut 
dengan sasarannya adalah anak, baik yang dilakukan di dalam negara 
maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasai dan akibat tindakan 
tersebut pelaku dapat dikenakan pidana. 
Pembahasan mengenai apa yanag dimaksud dengan perdagangan 
anak, sehingga tidaklah jauh berbeda dengan pengertian perdagangan 
orang. Perbedaan timbulnya hanyalah sebatas karena perdangan anak 
khusunya pada objek yang diperdagangkan yaitu anak. 
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Perdagangan Anak 
  Berdasarkan pengertian tindak pidana perdagangan anak sebagai 
mana dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya, maka unsur-unsur 
tindak pidana perdagangan anak adalah sebagai berikut: 
1. Perbuatan merekrut, mengangkut, memindahkan atau 
menyembunyikan atau menerima. 
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2. Sarana (bicara untuk mengendalikan korban), ancaman, 
penggunaan paksaan, berbagai bentuk kekerasan, penculikan, 
penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi 
rentan pemberian/penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atau 
korban. 
3. Tujuan eksploitasi, setidaknya untuk prostitusi atau bentuk 
eksploitasi lainnya, kerja paksa, perbudakan, penghambaan, 
pengambilan organ tubuh. 
4. Sasarannya/korbannya adalah anak. 
Dari keempat unsur tersebut yang perlu diperhatikan adalah unsur 
tujuan, karena walaupun untuk korban anak-anak tidak dibatasi masalah 
penggunaan sarananya, tetapi tujuannya tetap harus untuk eksploitasi. 
D. Ketentuan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Anak 
  Landasan hukum perdagangan anak yang merupakan cakupan dari 
perdagangan orang sebagai berikut : 
1. Tujuan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut 
serta menjaga ketertiban dunia. 
2. Undang-undang 1945 yaitu menjamin warga negaranya menikmati 
hak asasinya, sekaligus memberikan perlindungan hukum, juga 
jaminan hak untuk tidak diperbudak. 
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3. TAP MPR IV/1999 tentang GBHN, TAP MPR X/2001, yang intinya 
untuk mengatasi perdagangan perempuan dan anak melalui 
penyusunan peraturan perundang-undangan nasional, retifikasi 
konvensi internasional, dan pembentukan rencana aksi serta gugus 
tugas (task force). 
4. Ditegaskan kembali melalui TAP MPR VI/2002. 
5. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan bahwa 
perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan 
tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia 
dan melanggar hak asasi manusia hingga harus diberantas. 
6. Undang–undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 
Anak yang menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik 
Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warganegaranya, 
termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak 
asasi manusia dan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan 
Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekatharkat dan martabat 
sebagai manusia seutuhnya. Disamping itu bahwa anak adalah 
tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan 
bangsa,memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat 
khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan 
negara pada masa depan sehingga anak harus dilindungi. 
Banyaknya kasus kekerasan serta perdagangan anak yang terjadi 
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di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya 
kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu 
untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang 
sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak 
di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen 
masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh 
mana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan hukum 
kepada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas 
kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak 
asasi manusia. Padahal berdasarkan Undang-Undang No.23 
Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan 
bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak 
adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua. 
7. Undang–undang No 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
8. Undang–undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Rakyat. 
9. Undang–undang No 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 
E. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan 
 Teori-teori mengenai penyebab terjadinya kejahatan dibagi menjadi 
tiga perspektif, yaitu: 
1. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan 
psikologis; 




3. Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya. 
Penjelasannnya sebagai berikut: 
a) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif biologis dan 
psikologis 
 Penelitian modern yang berusaha menjelaskan faktor-faktor 
kejahatan biasanya dialamatkan pada Cesare Lambrosso (1835-1909) 
seorang Italia yang sering dianggap sebagai “the father of modern 
criminology”. Beliau dikenal dangan teori born criminal_nya, dimana 
menurutnya manusia jahat dapat ditandai dari sifat-sifat fisiknya. 
Lambrosso menggunakan posisinya sebagai dokter militer, untuk meneliti 
3000 tentara melalui rekam medisnya. Antara lain: telinga yang tidak 
sesuai ukurannya, dahi yang menonjol, tangan yang panjang, rahang 
yang menonjol, ataupun hidung yang bengkok. 
 Berdasarkan penelitian ini Lambrosso (Topo Santoso dan Eva 
Achjani Zulfa, 2009: 24), mengklasifikasikan penjahat dalam empat 
golongan, yaitu : 
1. Born criminal, yaitu orang yang berdasarkan pada doktrin atavisme. 
2. Insane criminal, yaitu orang yang menjadi penjahat sebagai hasil 
dari beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu 
kemampuan mereka untuk membedakan antara hal yang benar 




3. Occasional criminal, yaitu pelaku kejahatan berdasarkan 
pengalaman yang terus menerus sehingga mempengaruhi 
pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan. 
4. Criminal of passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukan 
tindakannya karena marah, cinta atau karena  kehormatan. 
 Para tokoh biologis dan psikologis tertarik pada perbedaan-
perbedaan yang terdapat pada individu. Para tokoh psikologis 
mempertimbangkan suatu variasi dari kemungkinancacat dalam 
kesadaran, ketidakmatangan emosi, sosialisasi yang tidak memadai 
dimasa kecil, kehilangan hubungan dengan ibu dan perkembangan moral 
yang lemah. Mereka mengkaji bagaimana agresi dipelajari, situasi apa 
yang mendorong kekerasan atau reaksi delikuen, bagaimana kejahatan 
berhubungan dengan faktor-faktor kepribadian serta asosiasi antara 
beberapa kerusakan mental dan kejahatan. 
 Sementara itu tokoh-tokoh biologis mengikuti tradisi Cesare 
Lambrosso, Rafaelle Garofalo serta Charles Goring dalam upaya 
penelusuran mereka guna menjawab pertanyaan tentang tingkah laku 
kriminal. Para tokoh genetika misalnya berargumen bahwa 
kecenderungan untuk melakukan tindakan kekerasan atau agrefisitas 
tertentu kemungkinan dapat diwariskan. Sarjana lainnya tertarik pada 
pengaruh hormon, ketidaknormalan kromosom, kerusakan otak dan 
sebagainya terhadap tingkah laku kriminal. 
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b) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif sosiologis  
 Berbeda dengan teori-teori biologis dan psikologis, teori-teori 
sosiologis mencari alasan-alasan perbedaaan dalam hal angka kejahatan 
di dalam lingkungan sosial. Teori-teori ini dapt dikelompokkan menjadi tiga 
kategori umum, yaitu strain, cultural deviance (penyimpangan budaya), 
dan sosial control (kontorl sosial). 
 Teori-teori strain dan penyimpangn budaya memusatkan perhatian 
pada kekuatan-kekuatan sosial (sosial forces) yang menyebabkan orang 
melakukan aktifitas kejahatan. Sebalaiknya teori kontrol sosial mempunyai 
pendekatan yang berbeda dimana teori ini berdasarkan pada satu asumsi 
bahwa motivasi melakukan kejahatan merupakan bagian dari umat 
manusia. Sebagai konsekuensinya, teori kontrol sosial mencoba 
menemukan jawaban mengapa orang tidak melakukan kejahatan. Teori-
teori kontrol sosial mengkaji kemampuan kelompok-kelompok dan 
lembaga-lembaga sosial membuat aturan-aturannya efektif. 
 Teori-teori strain dan peyimpangan budaya keduanya berasumsi 
bahwa kelas sosial dan tingkah laku kriminal berhubungan tetapi berbeda 
dalam hal sifat hubungan tersebut. Para penganut teori strain 
beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti satu set nilai-
nilai budaya dari kelas menengah, satu nilai budaya terpenting adalah 
keberhasilan ekonomi. Karena orang dari kelas bawah tidak mempunyai 
sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan 
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tersebut, mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-
sarana yang tidak sah (illegitimate means) didalam keputusasaan 
tersebut. Sangat berbeda dengan teori-teori penyimpangan budaya 
menklaim bahwa dari kelas bawah memiliki satu set nilai-nilai yang 
berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai dari kelas menengah. 
Sebagai konsekuensinya, manakala orang-orang kelas bawah mengikuti 
sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-
norma konvensional. 
c) Teori-teori yang menjelaskan kejahatan dari perspektif lainnya 
 Teori-teori dari perspektif lainnya ini merupakan suatu alternatif 
penjelasan terhadap kejahatan yang berbeda dengan dua perspektif 
sebelumnya, yang dianggap sebagai traditional explanations. Para 
kriminolog dari perspektif ini beralih dari teori-teori yang menjelaskan 
kejahatan dengan melihat kepada sifat-sifat pelaku atau kepada sosial. 
Mereka justru berusaha menunjukkan bahwa orang menjadi kriminal 
bukan karena cacat/kekurangan internal tetapi karena apa yang dilakukan 
oleh orang-orang yang berada dalam kekuasaan, khususnya mereka yang 
berada dalam sistem peradilan pidana. 
 Penjelasan alternatif ini secara tegas menolak model konsensus 
tentang kejahatan dimana semua teori sebelumnya (baik dari mazhab 
klasik maupun positif berada). Teori-teori baru ini tidak hanya 
mempertanyakan penjelasan tradisional tentang perbuatan dan 
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penegakan hukum pidana tetapi juga mempersalahkan hukum itu dalam 
menghasilkan penjahat-penjahat. Menurut teori-teori ini kalau perbuatan 
tidak dibuat menjadi ”criminal” oleh hukum maka tidak  seorang pun  yang 
melakukan perbuatan itu dapat disebut sebagai seorang penjahat. 
 Teori labeling merupakan teori yang paling popular pada 
persepektif ini penganut teori labeling memandang para kriminal bukan 
sebagai orang yang bersifat jahat yang terlibat dalam perbuatan-
perbuatan bersifat salah tetapi mereka adalah individu-individu yang 
sebelumnya. 
F. Upaya Penanggulangan Kejahatan 
 Penanggulangan kejahatan terdiri atas tiga bagian pokok, yaitu: 
a. Pre-Emtif 
 Yang dimaksud dengan upaya pre-emtif di sini adalah upaya-upaya 
awal yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya 
tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan 
kejahatan secara pre-emtif adalah menanamkan nilai-nilai/norma-norma 
yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan 
pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal 
tersebut maka tidak akan terjadi yang namanya kejahatan. Jadi dalam 
usaha pre-emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan. 
Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu niat + kesempatan 
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terjadi kejahatan. Contohnya saja, ditengah malam pada saat lampu 
merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan 
mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada 
polisi yang berjaga. Hal ini selalu terjadi dibanyak negara seperti 
Singapura dan Australia dan yang lainnya. Jadi intinya dalam upaya pre-
emtif faktor niat tidak terjadi. 
b. Preventif  
 Upaya-upaya Preventif ini adalah merupakan tindak lanjut dari 
upaya Pre-Emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum 
terjadinya kejahatan. Dalam upaya Preventif, upaya yang dilakukan 
adalah menghilangkan kesempatan untuk dilakukannya kejahatan. 
Contoh, ada orang yang ingin melakukan pencurian kendaraan tetapi 
kesempatan itu dihilangkan karena kendaraan yang ada ditempatkan 
ditempat penitipan kendaraan yang aman, dengan demikian kesempatan 
menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya Preventif 
intinya adalah bagaimnana menghilangkan kesempatan untuk melakukan 
kejahatan dihilangkan dari awal. 
c. Represif 
 Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau 
kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum dengan 






A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian dilakukan di Kota Ternate yaitu di Polres Ternate 
dan Pengadilan Negeri Ternate. Alasan Penulis memilih Kota Ternate 
sebagai lokasi penelitian karena di Kota Ternate banyak indikasi praktek 
tindak pidana perdagangan orang, khususnya anak. Sehingga penelitian 
ini sangat tepat apabila dilakukan di Kota Ternate. 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Data Primer, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber, data 
yang diperoleh langsung dari penelitian, termasuk apa yang di 
dengar dan disaksikan sendiri oleh Penulis. 
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain, hasil 
kajian buku-buku karya Ilmiah serta peraturan perundang-
undangan yang erat kaitannya dengan proposal ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 






1. Wawancara  
  Dalam teknik wawancara Penulis melakukan tanya jawab 
langsung kepada pihak responden dalam hal ini pihak Polres Ternate,  
serta tentunya pelaku langsung kepada objek penelitian dalam hal ini 
oknum yang memperdagangkan anak dibawah umur. 
2. Penelitian Pustaka       
  Dalam melakukan teknik penelitian kepustakaan, Penulis 
melakukan dengan cara membaca buku-buku literatur sebagai sumber 
teori serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan skripsi ini. 
D. Analisa Data 
  Data yang diperoleh baik secara primer maupun sekunder 
dianalisis secara kualitatif kemudian mendeskripsikannya kedalam sebuah 
konklusi umum yang akan Penulis rampungkan kemudian dalam bentuk 













HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Kondisi Umum Kota Ternate 
Kota Ternate merupakan Kota kepulauan yang wilayahnya 
dikelilingi oleh laut yang secara astronomis berada pada posisi 0º - 2º 
Lintang Utara dan 126º-128º Bujur Timur. Letak Kota Ternate dekat 
dengan Kota Manado ibu kota Propinsi Sulawesi Utara. Posisi strategis 
yang berhadapan dengan kawasan Dodinga, sebuah persimpangan jalan 
di pulau Halmahera yang menyebabkan kota ini berkembang dalam lajur 
perdagangan di daerah Maluku Utara. Luas daratan Kota Ternate adalah 
250,85 km². Sedangkan luas lautan 5,547 km².  Adapun batas Wilayah 
Kota Ternate sebagai berikut: 
- Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Maluku 
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Maluku 
- Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Halmahera 
- Sebelah Barat berbatasan dengan Laut Maluku 
1. Luas Wilayah Kota Ternate 
Kota Ternate terbagi atas 7 (tujuh) kecamatan, yaitu kecamatan 
Pulau Ternate, Moti, Pulau Batang Dua, Pulau Hiri, Ternate Selatan, 




Berikut tabel luas wilayah Kota Ternate: 






1 Pulau Ternate 60,18 
2 Moti 24,60 
3 Pulau Batang Dua 101,55 
4 Pulau Hiri 12,40 
5 Ternate Selatan 19,44 
6 Ternate Tengah 18,52 
7 Ternate Utara 14,16 
Jumlah 250,85 
Sumber : BPS Kota Ternate, 2010 
2. Kepadatan Penduduk Kota Ternate 
Perkembangan penduduk Kotamadya Ternate mengalami 
kecenderungan peningkatan khususnya di wilayah kecamatan Kota 
Ternate Selatan dan kecamatan Kota Ternate Utara. Peningkatan ini 
disebabkan faktor urbanisasi, migrasi maupun dari kawasan pulau 
Halmahera akibat konflik etnis beberapa waktu yang lalu, dan migrasi dari 
regional lain dari Sulawesi, Ambon, Papua bahkan dari Kalimantan, Jawa 
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dan Sumatera. Meningkatnya arus urbanisasi dan migrasi juga 
disebabkan oleh semakin terbukanya arus transportasi laut yang 
menghubungkan Kota Ternate dengan kawasan sekitarnya dan beberapa 
kota lainnya. Berdasarkan registrasi penduduk Kotamadya Ternate pada 
tahun 2010, jumlah penduduk sebanyak 185.655 jiwa, 
Berikut tabel kepadatan penduduk Kota Ternate: 






1 Pulau Ternate 14.788 246 
2 Moti 4.399 179 
3 Pulau Batang Dua 2.463 24 
4 Pulau Hiri 2.728 220 
5 Ternate Selatan 63.707 3.277 
6 Ternate Tengah 52.083 2.812 
7 Ternate Utara 45.487 3.212 
Jumlah 185.655 740 
Sumber : BPS Kota Ternate, 2010 
Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa dengan luas wilayah 
daratan Kota Ternate sekitar 250,85 kilo meter persegi yang didiami oleh 
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185.655 orang maka rata-rata tingkat kepadatan penduduk Kota Ternate 
adalah sebesar 740 orang per kilo meter persegi. Kecamatan yang paling 
tinggi tingkat kepadatan penduduknya adalah kecamatan Ternate Selatan 
yakni sebanyak 3.277 orang perkilo meter persegi sedangkan yang paling 
rendah adalah kecamatan Batang Dua yakni sebanyak 24 orang per kilo 
meter persegi. 
B. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Kejahatan 
Perdagangan Anak Di Kota Ternate 
Dalam lintas waktu, perdagangan orang menjadi isu yang terus 
menggelinding dan sering terdengar diberbagai media massa, baik cetak 
maupun elektronik. Perdagangan orang merupakan tindak kejahatan 
dengan tujuan mengeksploitasi anak dan perempuan, dikarenakan anak 
dan perempuan dianggap sebagai sosok yang lemah dan rentan, 
terutama yang tingkat pendidikannya rendah dan taraf kehidupan ekonomi 
keluarganya tidak memadai. 
Berdasarkan hasil penelitian Penulis, perdagangan orang atau 
eksploitasi perempuan dan anak di Kota Ternate baik yang secara 
langsung maupun tidak langsung pada umumnya dilakukan oleh; 
1. Germo dan pengelolah rumah bordir yang membutuhkan 
perempuan dan anak-anak untuk mempekerjakan sebagai pelacur.  
2. Laki-laki hidung belang, pengidap pedofilia dan kelainan seks. 




4. Agen penyalur tenaga kerja yang tidak bertanggung jawab. 
Modus operandi perdagangan orang saat ini dilakukan dengan 
berbagai macam. Faktor ekonomi dan tawaran pekerjaan yang 
menggiurkan kerap mematikan rasionalitas dan kehati-hatian yang 
bersangkutan. Dalam perdagangan orang, meskipun ada juga laki-laki 
akan tetapi mayoritas korban perdagangan orang didominasi oleh 
perempuan dan anak-anak. Tidak jarang angan-angan untuk bekerja 
ditempat yang diinginkan, teryata menjerumuskan mereka ke kubangan 
dunia pelacuran dan lainya. 
Berdasarkan hasil penilitian di lapangan, Penulis memperoleh 
beberapa kasus, seperti kasus baru-baru ini, Polres Maluku Utara 
menangkap 3 (tiga) orang yang diduga kuat sebagai sindikat tindak pidana 
perdagangan orang di Kota Ternate. Ketiga orang tersebut masing-masing 
Dedy Buraira alias Idet, Albar Bakry alias barce Maman Hasan Alias 
Naomi. Modus operandi yang dimainkan oleh ketiga mucikar ini, antara 
melakukan perdagangan perempuan untuk melayani tamu yang 
membutuhkan teman kencan untuk berhubungan seks. Untuk 
membongkar kejahatan tersebut, Tim Opsnal Resrimum Polres Maluku 
Utara, awalnya telah melakukan pengintaian terhadap tiga mucikari ini, 
dan akhirnya ditangkap bersama barang bukti berupa, obat, kondom dan 
sejumlah uang termasuk Hp, yang merupakan transaksi disalah satu 
kamar penginapan dikelurahan Stadion Ternate. Kapolres Maluku Utara 
Brigjend Pol. Affan Richwanto didampingi Direskrimum Polres Maluku 
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Utara Kombes Pol. Drs Aldrin Hutabarak dan Kabid Humas Polres Maluku 
Utara Hendrik M Rumsayor dalam konferensi pers di ruang Direskrimum 
Polres Maluku Utara (Konferensi pers tanggal 3 juli 2013), Polres tetap 
memburu pelaku penjualan orang. Sementara ketiga tersangka, tetap 
diproses sesuai dengan undang-undang Nomor 21 tahun 2007, tentang 
tindak pidana perdagangan orang dengan ancaman hukuman tiga tahun 
penjara atau paling lama 15 tahun penjara, dan atau denda Rp 120 juta 
hingga Rp 600 juta. 
Selain kasus di atas, ada beberapa kasus yang Penulis teliti, satu 
masih dalam proses persidangan dan dua diantaranya telah mempunyai 
kekuatan hukum tetap, yaitu kasus dengan Putusan Nomor 
114/Pid.Sus/2013/PN.Tte dan kasus dengan Putusan Nomor 
91/Pid.Sus/2013/PN.Tte. Dari ketiga kasus tersebut modus operandinya 
berbeda-beda. Ada yang dengan mengiming-imingkan pekerjaan dan ada 
juga diperdagangkan untuk melayani pria hidung belang. 
Berdasarkan wawancara Penulis dengan anggota Reskrim Polres 
Ternate bahwa indikasi kejahatan perdagangan orang sangat banyak. 
Namun aparat sulit mengungkap akibat masih terkendala oleh beberapa 
hal: 
- Modusnya sangat rapi dan terselubung; 
- Rendahnya kemauan dari pada korban dan keluarga korban untuk 
melaporkan kasus yang dialaminya, hal ini biasa terjadi karena 
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adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu, selain itu juga 
ketidaktahuan korban mengenai prosedur pengaduan kasus yang 
dialaminya; 
- Korban seringkali dibuat tidak berdaya dan tidak sadar bahwa 
dirinya telah menjadi objek perdagangan; 
- Kelicikan para pelaku kejahatan dengan memutus akses keluar 
sehingga korban sulit meminta pertolongan dari luar; dan 
- Pekerjaan korban memang sebagai PSK. 
Pada umumnya dalam kasus perdagangan orang, ada beberapa 
faktor yang menyebabkan mengapa hal itu bisa terjadi, yakni faktor 
kemiskinan, krisis ekonomi yang berkepanjangan, tidak adanya keahlian 
dan kerampilan yang dimiliki, rendahnya pendidikan, minimnya 
kesempatan kerja, dan kurangnya akses informasi tentang resiko 
pekerjaan, dan budaya konsumtif. Berikut ini merupakan uraian dari 
beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan perdagangan 
orang, antara lain: 
1. Faktor kemiskinan 
Tidak dapat dipungkiri bahwa faktor ekonomi merupakan faktor 
atau alasan terbesar mengapa seseorang melakukan suatu tindak 
pidana atau kejahatan. Dorongan atau hasrat untuk selalu dan 
senantiasa memenuhi kebutuhan hidupnya itu yang kerap 
membutakan mata dalam hal mencari pekerjaan, sehingga demi 
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mendapatkan penghasilan yang cukup memadai, orang-orang 
kadang rela melakukan apa saja. 
2. Kurangya keahlian dan keterampilan yang dimiliki dengan melihat 
data yang ada di lapangan, bahwa rata-rata korban trafficking 
merupakan perempuan dan anak-anak. Terlebih lagi mereka yang 
berasal dari pedesaan, yang hanya berbekal keyakinan dalam diri 
mereka untuk dapat meraih pekerjaan di kota tanpa disertai dengan 
keterampilan dan keahlian, tentu saja dapat menjadi “mangsa” bagi 
oknum-oknum tertentu dengan mengiming-imingi mereka dengan 
pekerjaan dan gaji yang boleh dibilang cukup memadai untuk 
orang-orang seperti mereka. 
3. Krisis Ekonomi 
Krisis ekonomi yang berkepanjangan juga menjadi salah satu faktor 
penyebab terjadinya tindak kejahatan.  
4. Minimnya kesempatan kerja 
Dengan basic pengetahuan atau pendidikan yang hanya tamatan 
SD, SMP, ataupun SMA, maka untuk mendapatkan pekerjaan yang 
layak mungkin agak sulit dan dengan pengetahuan yang rendah, 
apalagi di kota-kota besar orang yang bisa diterima bekerja di 
tempat yang layak dengan melihat pendidikan terakhir yang telah di  
tempuh oleh orang-orang tersebut. Sehingga, akibat kesulitan 
mendapatkan pekerjaan sementara harga kebutuhan hidup 
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meningkat, menyebabkan orang menutup mata untuk pekerjaan 
apapun. 
5. Kurangnya akses inforamasi tentang resiko pekerjaan  
Banyaknya orang-orang yang kurang mengetahui mengenai bahaya 
dari pekerjaan yang iya geluti. Kadang orang yang kurang 
memperhatikan bahaya dari pekerjaan  yang ia geluti sebab yang ia 
pikirkan hanyalah jumlah penghasilan atau pendapatan yang akan 
dia terima. 
6. Budaya konsumtif 
Dengan semakin berkembangya zaman, tentu saja kebutuhan 
seseorang semakin meningkat, sementara penghasilanya belum 
tentu mencukupi. Misalnya Handphone, akan tetapi handphone 
yang dia miliki boleh dibilang sudah ketinggalan jaman, Sementara 
teman-temanya sudah memiliki handphone yang canggih, secara 
tidak langsung, dia akan terpancing untuk mau membeli handphone 
yang canggih tersebut. 
7. Konflik dan bencana alam  
8. Pernikahan Dini 
Pernikahan dini ini memiliki korelasi dengan kemiskinan, seabab 
banyak keluarga miskin yang rela menikah anaknya. Di usia dini 
sebab dengan menikahkan anaknya tersebet, boleh dibilang ia akan 




Menghubungkan dengan beberapa kasus perdagangan orang di 
Kota Ternate, faktor-faktor yang paling mendominasi terjadinya perdangan 
orang berdasarkan hasil penelitian Penulis adalah: 
- Faktor ekonomi atau kemiskinan 
- Faktor tidak adanya keterampilan 
- Budaya konsumtif, dan 
- Minimnya kesempatan kerja. 
Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan pada manusia 
yang merupakan bentuk praktek perbudakan zaman modern. 
Perdagangan orang terutama yang bertujuan untuk eksploitasi seks 
adalah kegiatan kejahatan yang untung besar, resiko kecil yang 
menghancurkan kualitas kehidupan dan bahkan terkadang menghilangkan 
kehidupan dari para korban. 
Umumnya bentuk-bentuk perdagangan orang dengan korban 
perempuan dan anak antara lain: 
1. Bekerja sebagai buruh. 
2. Bekerja secara paksa sebagai pekerja seks komersial (PSK) di 
dunia industri seks. 




4. Dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga (PRT) 
mempekerjakan anak-anak di jeramal maupun di perkebunan 
dan pabrik. 
5. Perdagangan bayi. 
6. Dan Lain-Lain. 
Dihubungkan dengan kasus perdagangan orang di Kota Ternate, 
bentuk-bentuk eksploitasinya yaitu bekerja secara paksa sebagai pekerja 
seks komersial (PSK), Dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga 
(PRT) mempekerjakan anak-anak di jeramal maupun di perkebunan dan 
pabrik, dan ada juga yang korban perdagangan pekerjaannya memang 
sebagai wanita panggilan dengan perantara. 
Perdagangan orang biasanya terjadi di beberapa daerah, termasuk 
Kota Ternate. Dimana kadang Ternate menjadi daerah pengirim ataupun 
menjadi daerah penerima atau dari daerah transit mengingat letak Kota 
Ternate yang sangat strategis. 
Target daerah pengirim asal adalah daerah korban yang biasanya 
merupakan daerah yang minim informasi, pendapatan dan biasanya 
daerah pedesaan yang relative miskin. Dari berbagai faktor yang terkait 
dengan posisi korban dalam hubunganya dengan pelaku kejahatan, 
artinya dimana dalam ukuran intensitas tertentu antara korban dengan 
pelakunya, maka presentasenya cukup kecil. Hubungan horizontal antara 
laki-laki dengan perempuan telah dimanfaatkan oleh pihak laki-laki untuk 
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bereksperimen. Melakukan dan membenarkan perbuatanya yang kontra 
produktif dan sangat tidak manusiawi. 
Berikut merupakan pemaparan Penulis dari hasil temuan di 
lapangan mengenai modus operandi terhadap kejahatan perdagangan 
orang, yaitu bahwa kejahatan perdagangan orang ini terjadi, dilakukan 
secara individu, maupun kelompok, terutama yang direncanakan, tentulah 
dimulai dengan suatu modus operandi. Modus operandi terhadap 
rekruitmen kelompok yang rentan terhadap kejahatan, biasanya dengan 
bujuk rayu, menjanjikan pekerjaan dan dengan berbagai kesenangan dan 
kemewahan, menipu atau janji palsu, menjebak, dan mengancam, 
menjerat dengan hutang mengawini, atau semacam menculik, menyekap 
dan memperkosa. 
Adapun modus lain yang digunakan biasanya berkedok mencari 
tenaga kerja, untuk bisnis entertainment, kerja di perkebunan atau bidang 
jasa di luar negeri dengan upah besar. Ibu-ibu hamil yang kesulitan biaya 
untuk melahirkan atau membesarkan anak dibujuk dengan jeratan utang, 
supaya anaknya boleh diadopsi agar dapat hidup lebih baik, namun 
kemudian dijual kepada yang menginginkannya. Anak-anak dibawah umur 
dibujuk agar bersedia melayani para pedofilia dengan memeberikan 
barang-barang keperluan mereka, bahkan janji untuk disekolahkan. 
Modus lainya yang paling sering dilakukan oleh pelaku 
perdagangan orang seperti yang dikemukakan oleh salah satu anggota 
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Reskrim Polres Ternate, (wawancara tanggal 18 Agustus 2013), yaitu 
memalsukan identitas korban, menuakan umur para korban perdagangan 
orang khususnya anak perempuan, supaya korban kelihatan dewasa, 
padahal usianya masih dibawah yaitu 18 tahun. 
Para agen atau calo ini bekerja secara individu dalam bentuk 
kelompok dan seringkali menyamar sebagai remaja yang sedang 
bersenang-senang atau sebagai agen pencari tenaga kerja. Agen ataupun 
calo perdagangan orang biasanya mendekati korbannya di rumah-rumah 
pedesaan (jika si korban berada atau bertempat tinggal di desa), di 
keramaian seperti pesta-pesta, pantai, mall, kafe, atau di restoran. 
Modus operandi yang demikian ini dideskripsikan guna untuk 
memperjelas posisi korban yang dibuat dan dikondisikan agar terpengaruh 
oleh perkataan, dan sikap pelaku. Korban misalnya ditawari pekerjaan dan 
lain-lain. Pada suasana yang menempatkan posisi korban perdagangan 
orang tidak menguntungkan jauh dari keramaian dapat menjadi kondisi 
yang menguntungkan bagi pelaku untuk menjalankan modus operandinya. 
C. Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Kejahatan 
Perdagangan Anak Di Kota Ternate. 
Tujuan hukum pada dasarnya untuk memelihara ketertiban, 
menciptakan ketentraman, membuat masyarakat aman dan menjunjung 
tinggi keadilan, sehingga penegakan hukum ketika ada tindak pidana, 
para penegak hukum berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan 
fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, seperti 
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halnya kasus perdagangan anak untuk dijadikan alternative untuk 
mengatasi, menjawab, memberikan solusi terhadap masalah 
penyimpangan moral terhadap kejahatan atau tindak pidana yang terjadi 
ditengah masyarakat. 
Menurut Teguh Prasetyo (2010: 7), hukum pidana bertujuan untuk: 
- Menakuti untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai 
melakukan perbuatan yang tidak baik (aliran klasik). 
- Mendidik orang  yang pernah telah melakukan kejahatan 
menjadi orang yang baik dan diterima kembali dalam kehidupan 
lingkungannya (aliran modern). 
 Pidana adalah suatu reaksi atas delik (phinishment) dan berwujud 
suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan oleh lembaga negara 
terhadap pembuat tindak pidana. Tujuan diberikannnya sanksi pidana 
antara lain : 
1. Secara ideal sanksi hukuman pidana merupakan sanksi yang 
bersifat ultimum remedium, artinya setelah sanksi lain tidak lagi 
ampuh diterapkan. 
2. Sanksi pidana merupakan reaksi jawaban atau solusi terhadap 
terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana. 
3. Merupakan pembinaan. 
Penjatuhan sanksi pidana dilihat dari aspek perkembangan tujuan 




1. Pembalasan (revoge) seorang yang menyebabkan kekerasan dan 
malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini 
wajib diberikan agar pelaku kejahatan menderita sama dengan 
orang yang ditimpakan kepada orang lain, dalam masyarakat 
primitive pidana merupakan pembalasan atas tindak pidananya; 
2. Penghapusan dosa (expiation), tujuan hukum pidana dalam arti 
penghapusan dosa merupakan suatu sejarah dalam peradaban 
manusia, tujuan ini berakar pada pemikiran religius; 
3. Menjerakan (detterent), alasan pembenaran mengenai tujuan 
penjara ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang 
dibuat oleh Negara akan mencegah dan mengatasi terjadinya 
tindak pidana; 
4. Tindakan terhadap masyarakat (protection of the public), system 
pemidanaan demikian adalah mengisolasi penjahat dari anggota 
masyarakat yang taat pada hukum, dengan demikian tindak pidana 
dalam masyarakat akan menurun; 
5. Memperbaiki si penjahat (rehabilitation of the criminal), tujuan ini 
paling banyak diajukan orang modern karena pidana itu harus 
diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si 
penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan tindak pidana. 
Modus operandi perdagangan anak yang terselubung, 
menyebabkan sulitnya untuk diungkap dan ditanggulangi. Dalam hal ini 
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ada beberapa faktor yang menyebabkan sulitnya pencegahan dan 
penanggulangan perdagangan anak: 
- Modusnya sangat rapi dan terselubung 
- Rendahnya kemauan dari pada korban dan keluarga korban untuk 
melaporkan kasus yang dialaminya, hal ini biasa terjadi karena 
adanya intimidasi dari pihak-pihak tertentu, selain itu juga 
ketidaktahuan korban mengenai prosedur pengaduan kasus yang 
dialaminya 
- Korban seringkali dibuat tidak berdaya dan tidak sadar bahwa 
dirinya telah menjadi objek perdagangan 
- Kelicikan para pelaku kejahatan dengan memutus akses keluar 
sehingga korban sulit meminta pertolongan dari luar. 
- Pekerjaan korban memang sebagai pekerja seks komersial (PSK). 
Oleh karena rumitnya masalah atau jaringan perdagangan anak ini, 
maka perlu adanya penanganan serius oleh para penegak hukum dan 
keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian 
Penulis, bahwa ada beberapa langkah-langkah yang kepolisian tempuh 
untuk menanggulangi terjadinya perdagangan orang di Kota Ternate, 
yaitu: 
1. Memberikan sosialisasi pengetahuan dan wawasaan yang cukup 
tentang lembaga penyaluran tenaga kerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan, mengingat modus operandi perdagangan 
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orang dengan janji akan diberikan pekerjaan. Pengetahuan dan 
kesadaran masyarakat ini amatlah penting sebagai modal pokok 
untuk memutus atau menanggulangi perdagangan orang tersebut. 
Dengan demikian jika masyarakat sebagai basis rekruitmen sudah 
memiliki pengetahuan yang memadai, tentunya akan membuat 
para pelaku perdagangan orang kesulitan untuk merekrut calon 
korban perdagangan. 
2. Bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memberikan 
keahlian, keterampilan, dan bantuan-bantuan lain yang dapat 
memberikan kontribusi terhadap kebutuhan hidup mayarakat. 
3. Menyadarkan masyarakat betapa pentingnya pendidikan bagi 
anak-anak mereka yaitu melalui sosialisasi. Dimana dizaman 
sekarang untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang 
dipertimbangkan adalah pendidikannya. Artinya bahwa ketika 
pendidikan rendah maka kesempatan kerja pun minim. 
4. Mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dengan 
melaporkan hal-hal yang dicurigai sebagai tindak pidana 
perdagangan orang kepada pihak yang berwenang dengan cara 
memberikan informasi kepada yang berwenang jika melihat, 
menyaksikan atau mengindikasikan adanya kegiatan perdagangan 




Dari beberapa upaya yang telah di tempuh oleh kepolisian di atas, 
ada beberapa hal yang menurut Penulis sangat penting untuk mengurangi 
dan memberantas tindak pidana perdagangan orang, yaitu: 
- Karena salah satu faktor yang melatarbelakangi terjadinya 
perdagangan orang adalah kemiskinan, maka dari itu perlu adanya 
perluasan lapangan pekerjaan. 
- Aparat penegak hukum harus betul-betul serius menindas pelaku-
pelaku perdagangan orang hingga jerah. 
- Peran serta negara juga sangat diharapkan dalam hal ini. Peran 
strategis tersebut adalah dengan menyediakan perangkat hukum 
yang dapat menjerat para pelaku perdagangan orang, sehingga 
para pelaku menjadi jerah dan tidak mengulangi lagi perbuatannya. 
Dengan kondisi demikian masyarakat akan merasa lebih aman dan 
telindungi dari kejahatan perdagangan orang, keberadaan 
perangkat hukum itu harus diimbangi dengan ketegasan dan 









                             PENUTUP 
A. KESIMPULAN 
 Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis dapat 
memberikan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan 
anak di Kota Ternate antara lain karena kemiskinan, krisis ekonomi, 
tidak adanya keahlian dan keterampilan yang dimiliki, rendahnya 
tingkat pendidikan, minimnya kesempatan kerja, dan budaya 
konsumtif. 
2. Upaya penanggulang yang dilakukan oleh kepolisian dalam 
menanggulangi kejahatan perdagangan anak di Kota Ternate 
adalah: 
- Memberikan sosialisasi pengetahuan dan wawasaan yang 
cukup tentang lembaga penyaluran tenaga kerja yang dapat 
dipertanggungjawabkan, mengingat modus operandi 
perdagangan orang dengan janji akan diberikan pekerjaan. 
Bekerja sama dengan pemerintah setempat untuk memberikan 
keahlian, keterampilan, dan bantuan-bantuan lain yang dapat 
memberikan kontribusi terhadap kebutuhan hidup mayarakat. 
- Menyadarkan masyarakat betapa pentingnya pendidikan bagi 
anak-anak mereka yaitu melalui sosialisasi. Dimana dizaman 
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sekarang untuk memperoleh lapangan pekerjaan yang 
dipertimbangkan adalah pendidikannya. Artinya bahwa ketika 
pendidikan minim maka kesempatan kerja pun minim. 
- Mendorong masyarakat agar berpartisipasi aktif dengan 
melaporkan hal-hal yang dicurigai sebagai tindak pidana 
perdagangan orang kepada pihak yang berwenang dengan 
cara memberikan informasi kepada yang berwenang jika 
melihat, menyaksikan atau mengindikasikan adanya kegiatan 
perdagangan orang atau hal-hal yang dapat diduga menjurus 
kepada terjadinya kejahatan tersebut. 
B. SARAN 
1. Diharapkan aparat penegak hukum lebih mampu mengayomi 
dan melindungi korban dalam arti tidak memberikan 
kesempatan kepada pelaku, dan bagi pelaku dikenakan 
ancaman tuntutan yang setinggi-tingginya sehingga membuat 
jerah parah pelaku. 
2. Diharapkan masyarakat dan LSM untuk ikut berpartisipasi aktif 
dalam mengungkap kejahatan perdagangan anak dengan cara 
memberikan informasi kepada yang berwenang jika melihat, 
menyaksikan atau mengindikasikan adanya kegiatan 
perdagangan orang atau hal-hal yang dapat diduga menjurus 
kepada terjadinya kejahatan tersebut serta keseriusan aparat 
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penegak hukum untuk menindas para pelaku perdagangan 
orang. 


















                                         DAFTAR PUSTAKA 
Buku 
Abdulsyani. 1987. Sosiologi. Remaja Karya: Bandung. 
A.S Alam. 2010. Pengantar Kriminologi. Pustaka Refleksi: Makassar. 
J.E. Sahetapy. 1979. Teori Kriminologi Suatu Pengantar. Ghalia 
Indonesia: Jakarta. 
J.E Sahetapy dan D. Marjdjono Reksodiputro. 1989. Paradoks Dalam 
Kriminologi. Rajawali Press: Jakarta. 
Kartini Kartono. 1994.  Sinopsis Kriminologi Indonesia. Mandar Maju. 
 Bandung 
Mulyana W. Kusuma. 1984. Krimilogi Dan Masalah Kejahatan. Armico: 
Bandung. 
Pedoman Penyusunan Skripsi dan Pelaksanaan Ujian Sarjana FH-UH 
Rusly Effendy. 1978. Asas-asas Hukum Pidana. LEPPEN-UMI: Ujung 
Pandang. 
____________. 1993.  Ruang Lingkup Kriminologi, Alumni: Bandung. 
R. Soesilo. 1985. Pengantar Tentang Sebab-Sebab Kejahatan. Politea: 
Bogor. 
Singgih Gunarso Nashrina. 2011.Perlindungan Hukum Pidana Anak di 
 Indonesia. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta. 
Soedjono Dirdjosisworo. 1985. Kriminologi (Pencegahan tentang Sebab-
Sebab Kejahatan). Politeia: Bogor. 
Teguh Prasetyo. 2010. Hukum Pidana. Rajawali Press; Jakarta. 
___________________. 1983. Kriminologi Suatu Pengantar, Ghalia 
Indonesia: Jakarta. 
Topo Santoso dan Eva Achajani Ulfa. 2003. Kriminolog, Cetakan ketiga. 
Pt Grafindo Persada: Jakarta. 
58 
 
W.A.Bonger. 1982. Pengantar Tentang Kriminologi, Ghalia Indonesia: 
Jakarta. 
Zainal Abidin Farid. 2007. Hukum pidana I.Sinar grafika: Jakarta. 
 
Perundang-undangan: 
Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang. 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. 
Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak. 
Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak. 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahtraan 
Bagi Anak. 
Putusan: 
Putusan Nomor; 114/Pid.Sus/2013/PN.Tte 
Putusan Nomor; 91/Pid.sus/2013 /PN-Tte 
 
 
